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Berdasark8n uraian seperti terse but di alas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1.a. Adanya peruntukan tanah pertanian yang berubah menjadi proyek pembangunan 
perumahan sederhanalperumahan murah yang tidak sesual dengan Rencana 
Umum Tata Ruang Kata dikarenakan masih adanya kelemahan dalam 
penyediaan sarana pengendali, baik berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota 
yang mantap dan menyeluruh di seluruh Wllayah, peraturan perundang..undang~iln 
pertanahan yang tegas, khususnya yang menyangkut pengendalian spekulasl 
tanah 
b. 	 Seliap peiaksanaan pembangunan harus didasarkan Tata Ruang Wilayah, oleh 
karens ilu pemberian izin lokasi hendaknya memperhatikan ketentuan dalsm 
penjelassn passl13 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang. Dengan demildan penyimpangan-penyimpangan yang akan . 
terjadi dapat dihindari sedim mun~in. 
2. Setelah berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan &wasta, dalam hal inl untuk pemballg\Jnan 
peru mahan sederhanalperumahan murah berlaku ketentuan passl 2 ayat (3). 
Antara pemegang hak alas tanah dengan pihak pemohon hak tetap dladakan 
musyawarah untuk rnenentukan harga yang sesuai dengan harga tanah yang 
didasarkan atas nilal jual obyek pajak bumi terakhlr, dalam hal inl tanah partanian 
yang hersangkutan, sedangkan peran pemerintah dalsm hal ini terbatas pada 
pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah untuk keperluan swasta 
27' 
SARAN 
1.a. Terjadinya penyimpangan terhadap setiap pembangunan yang tidak sesuei 
dengan Rencana Umum Tats Ruang Kola hanya dapat dihalangi dengan ~Ian 
menetapkan kebljaksanaanl ketentuan pertanahan yang febih jelas dan tegas, 
termasuk sanks! yang leges terhadap pelanggaran ketentuan pertenahan yang 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan pembaflg\lnan 
perumahan sederhana/perumahan murah. Langkah ini sangat diper1ukan untuk 
mengantisipasl permasalahan yang dikemukakan di atas. 
b. 	 Pemberian izin lokasi baik kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak 
dalam bidang rear estate maupun industrial estate harus diberikan dengan 
persyaratan yang cukup ketat, dan jangan sampa; menimbulkan pelanggaran 
terhadap ketentuan yang lerdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 
1992 khususnya pasal13 ayat (3) 
2. 	 Dalam hal pengadaan tanah untuk kepelluan pelaksanaan pembangunan 
perumahan sederhanaiperumahan murah hendaknya aparal pemerinlah 
(Panifian Pengadaan Tanah dan Tim Pengawas dan Pengendalian Pembebasan 
Tanah untuk kepelluan swasta) melaksanakan lugasnya dengan dijiwai dan 
didasarkan alas pasal33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 banwa : Bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasahi oleh negara untuk 
sebesar-beSamya kemakmuran rak~at. 
